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Abstrak  

Islamic Economics melalui instrumen Islamic Social Finance memiliki posisi strategis dalam menciptakan keadilan sosial, 

pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, 

dan qard hasan mempunyai potensi yang besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat serta membantu tercapainya 

tujuan Maqashid Syariah, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Islamic Social Finance dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dan 

kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan pencapaian Maqashid Syariah melalui pemanfaatan instrumen-instrumen 

tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Islamic Social Finance memiliki kontribusi yang besar dalam upaya pengentasan kemiskinan, perluasan 

akses pendidikan dan layanan kesehatan, penciptaan kesempatan kerja, serta pengembangan UMKM berbasis syariah. 

Implementasi zakat produktif, wakaf produktif, dan pembiayaan sosial melalui skema qard hasan terbukti efektif dalam 

mendorong kemandirian ekonomi mustahik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Meskipun 

Islamic Social Finance memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Maqashid Syariah, implementasinya masih 

menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi masyarakat, terbatasnya profesionalisme lembaga pengelola, kurang 

optimalnya pemanfaatan dana produktif, serta lemahnya integrasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, 

masalah tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas juga memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, 

diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas SDM, inovasi pengelolaan, dan sinergi antara pemerintah, lembaga 

keuangan syariah, serta masyarakat agar peran Islamic Social Finance dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. 

Kata kunci: Islamic Social Finance, Maqashid Syariah, Pemberdayaan Ekonomi 

1. Latar Belakang 

Islam sebagai suatu sistem kehidupan tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga menekankan pentingnya 

keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan 

syariat. Islamic Social Finance merupakan seperangkat mekanisme pembiayaan berbasis prinsip syariah yang 

bertujuan menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan inklusif. Instrumen seperti zakat, wakaf, infak, dan 

sedekah memiliki kontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan, memperluas akses terhadap layanan sosial, 

serta mengatasi ketimpangan pendapatan melalui redistribusi sumber daya yang didasarkan pada nilai etika dan 

moral Islam (Sahidin 2021). Selain memiliki fungsi ekonomi, Islamic Social Finance juga berperan penting dalam 

mendorong partisipasi kolektif masyarakat untuk mewujudkan pembangunan sosial yang adil, inklusif, dan 

berkelanjutan. Keuangan sosial Islam tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga menanamkan 

nilai solidaritas, kepedulian sosial, dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kesejahteraan umat. 

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mekanisme keuangan sosial berbasis syariah mampu 

memperkuat inklusi ekonomi, memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya produktif, serta menciptakan 

distribusi kekayaan yang lebih merata di tengah masyarakat muslim modern (Alfian et al. 2025). 

Dalam perspektif Islam, seluruh aktivitas ekonomi dan sosial pada dasarnya harus selaras dengan tujuan utama 

syariat, yaitu Maqashid Syariah. Maqashid Syariah merupakan kerangka filosofis dan normatif dalam Islam yang 

menitikberatkan pada perlindungan serta pemeliharaan unsur-unsur mendasar kehidupan manusia, meliputi 

perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz 

al-mal). Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam, tetapi juga menjadi 
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pedoman penting dalam menilai efektivitas kebijakan dan praktik keuangan syariah agar tetap sejalan dengan 

tujuan utama syariat, yaitu menciptakan kemaslahatan (benefit) dan mencegah kemudaratan (mafsadah) (Sari, 

Fitri, and Fasa 2025). 

Dalam konteks ekonomi dan keuangan modern, Maqashid Syariah dipandang sebagai landasan utama dalam 

pengembangan sistem ekonomi Islam dan tata kelola keuangan syariah yang berkeadilan, berorientasi pada 

kesejahteraan masyarakat, serta berkelanjutan. Dengan demikian, setiap praktik ekonomi dan instrumen keuangan 

Islam, termasuk Islamic Social Finance, tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga 

diarahkan untuk menciptakan keseimbangan sosial, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup 

masyarakat secara menyeluruh. (Masnur, Syaefulloh, Hidayat, Hamsal 2025). 

Hubungan antara Islamic Social Finance dan Maqashid Syariah semakin relevan di tengah berbagai tantangan 

pembangunan pada era modern, seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, dan tuntutan pemerataan 

kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, Islamic Social Finance memiliki potensi besar sebagai instrumen yang 

mampu mendukung tercapainya tujuan-tujuan maqashid, terutama melalui distribusi kekayaan yang lebih adil dan 

peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Instrumen seperti zakat produktif dan wakaf 

produktif tidak hanya berfungsi sebagai sarana bantuan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. Pemanfaatan instrumen tersebut dapat membantu mengurangi kemiskinan, memperluas 

akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rofiq 2025). 

Optimalisasi zakat dan wakaf melalui berbagai inovasi digital telah memberikan kontribusi positif dalam upaya 

pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital mampu 

meningkatkan efektivitas penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana sosial Islam sehingga manfaatnya 

dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah 

kendala, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum 

optimalnya sistem pengelolaan yang terintegrasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman yang 

lebih komprehensif mengenai integrasi Islamic Social Finance dengan prinsip Maqashid Syariah sebagai landasan 

normatif agar fungsi sosial dan ekonominya dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan (Rofiq 

2025). 

Maqashid Syariah memiliki peran praktis dalam proses evaluasi dan penyusunan kebijakan ekonomi Islam, 

termasuk dalam pengelolaan Islamic Social Finance. Di Indonesia, perspektif Maqashid Syariah telah banyak 

digunakan sebagai dasar untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan zakat dan wakaf dalam mendukung 

kesejahteraan sosial serta pemerataan ekonomi masyarakat Muslim. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan Maqashid Syariah dalam Islamic Social Finance dapat menjadi instrumen evaluasi yang komprehensif 

untuk mengukur sejauh mana zakat, infak, dan wakaf mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariah. Selain itu, 

pendekatan ini juga dinilai mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi 

kontemporer, seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan rendahnya akses masyarakat terhadap layanan 

sosial dan ekonomi yang berkeadilan (Fatah 2024). 

Penelitian mengenai Peran Islamic Social Finance dalam Mendukung Pencapaian Maqashid Syariah penting 

dilakukan karena Islamic Social Finance memiliki potensi besar sebagai instrumen dalam mewujudkan 

kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan di masyarakat. Instrumen seperti zakat, 

infak, sedekah, wakaf, dan qard hasan tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan, tetapi juga dapat 

menjadi alat pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan (Alfian et al. 2025). Selain itu, masih terdapat 

berbagai permasalahan dalam implementasi Islamic Social Finance, seperti rendahnya literasi masyarakat, kurang 

optimalnya pengelolaan dana sosial Islam, lemahnya tata kelola lembaga, serta belum maksimalnya integrasi 

dengan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi tersebut menyebabkan potensi besar keuangan sosial 

Islam belum sepenuhnya mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan syariah secara optimal. 

Penelitian ini juga penting untuk mengetahui sejauh mana penerapan Islamic Social Finance telah sesuai dengan 

prinsip-prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan 

adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi 

Islamic Social Finance terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat sekaligus memberikan rekomendasi 

strategis bagi penguatan kebijakan, tata kelola, dan inovasi pengelolaan keuangan sosial Islam agar lebih efektif, 

inklusif, dan berkelanjutan. 
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2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penelaahan, pemahaman, dan interpretasi 

terhadap berbagai konsep, teori, serta argumentasi yang berkaitan dengan Islamic Social Finance dan Maqashid 

Syariah yang terdapat dalam berbagai sumber kepustakaan (Sigit Hermawan and Amirullah 2021). Melalui 

pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis secara mendalam hubungan antara instrumen keuangan sosial Islam 

dengan tujuan-tujuan syariah, serta memahami konteks dan implikasi penerapannya dalam kehidupan sosial dan 

ekonomi masyarakat. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena, 

konsep, dan hasil kajian yang berkaitan dengan peran Islamic Social Finance dalam mendukung pencapaian 

Maqashid Syariah. 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka yang 

relevan, kredibel, dan memiliki validitas akademik. Data tersebut meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, 

prosiding, serta laporan resmi dan publikasi dari institusi terkait, seperti Badan Amil Zakat Nasional, lembaga 

pengelola zakat dan wakaf, serta otoritas keuangan syariah (Pugu, Riyanto, and Haryadi 2024). Pemilihan sumber 

dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi tema, kualitas publikasi, dan keterbaruan data agar 

hasil penelitian memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat. 

Dalam proses analisis data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan, 

mengkaji, dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai referensi yang berbeda. Teknik ini bertujuan 

untuk meningkatkan validitas dan objektivitas hasil penelitian sehingga data yang digunakan tidak hanya 

bersumber dari satu perspektif tertentu. Selain itu, peneliti juga memastikan bahwa seluruh referensi yang 

digunakan berasal dari publikasi ilmiah dan sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, 

sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kajian yang komprehensif, sistematis, dan ilmiah 

mengenai peran Islamic Social Finance dalam mendukung pencapaian Maqashid Syariah. 

3. Hasil dan Diskusi 

3.1. Peran Islamic Social Finance dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial 

Islamic Social Finance, khususnya melalui berbagai program produktif, memiliki peran penting dalam mendorong 

pemberdayaan ekonomi mustahik dan masyarakat secara luas. Pemanfaatan zakat produktif yang difokuskan pada 

pengembangan usaha mikro, dukungan pendidikan, serta penyediaan layanan sosial menunjukkan penerapan 

Maqashid Syariah secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Program-program tersebut tidak hanya bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk 

menciptakan kemandirian ekonomi, meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat, serta memperkuat 

kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sosial Islam secara produktif mampu 

memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih berkelanjutan, sekaligus mendukung peningkatan 

kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Rufaida 2021). 

Salah satu bentuk implementasi ISF yang memiliki dampak signifikan adalah pemanfaatan zakat produktif. 

Berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahik, 

zakat produktif diarahkan untuk kegiatan yang mampu menghasilkan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Dana 

zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, 

pemberdayaan UMKM, bantuan alat produksi, serta pendampingan usaha bagi masyarakat miskin dan pelaku 

usaha kecil. Model pemberdayaan ini bertujuan mengubah posisi mustahik dari penerima bantuan menjadi individu 

yang mandiri secara ekonomi bahkan berpotensi menjadi muzakki di masa depan (Anantyasari 2025). 

Dalam praktiknya, zakat produktif memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat. Bantuan modal usaha yang diberikan kepada pelaku usaha mikro membantu masyarakat memperoleh 

akses pembiayaan yang sebelumnya sulit dijangkau melalui lembaga keuangan formal. Banyak kelompok 

masyarakat miskin tidak memiliki jaminan atau akses terhadap pembiayaan perbankan, sehingga zakat produktif 

menjadi solusi alternatif yang lebih inklusif. Selain meningkatkan pendapatan rumah tangga, program tersebut 

juga membantu menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi loKal (Ayunda et al. 2025). 
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Selain aspek ekonomi, Islamic Social Finance juga berperan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia 

melalui sektor pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dana zakat, infak, dan wakaf sering digunakan untuk 

menyediakan beasiswa pendidikan, pelatihan kerja, pengembangan keterampilan digital, hingga pembinaan 

kewirausahaan bagi masyarakat kurang mampu. Program pendidikan tersebut memiliki dampak jangka panjang 

karena membantu meningkatkan kualitas SDM, memperluas peluang kerja, serta mengurangi tingkat kemiskinan 

struktural. Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama 

dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Faozan et al. 2025). 

Di bidang sosial, Islamic Social Finance juga berkontribusi dalam penyediaan layanan kesehatan, bantuan 

kemanusiaan, pembangunan fasilitas umum, dan penguatan ketahanan sosial masyarakat. Wakaf produktif, 

misalnya, dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, pesantren, hingga sarana ekonomi 

masyarakat seperti pasar dan lahan produktif. Pengelolaan wakaf secara profesional memungkinkan aset wakaf 

berkembang dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa 

ISF tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga memiliki fungsi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan 

(Restuti et al. 2026). 

Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga intermediasi sosial memiliki peran dalam mendukung 

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang berbasis Maqashid Syariah. Program-

program yang dijalankan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan 

ekonomi produktif. Program tersebut mencerminkan pendekatan kesejahteraan yang bersifat holistik, karena tidak 

hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga diarahkan 

pada peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, peran 

BAZNAS tidak hanya sebatas menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga mendorong terciptanya kemandirian 

ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan tujuan Maqashid 

Syariah (Ayla, Nasution, and Matondang 2023). 

Islamic Social Finance tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan ekonomi individu maupun kelompok, 

tetapi juga berkontribusi secara luas terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Kontribusi tersebut terlihat dalam 

upaya pengurangan kemiskinan, perluasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan 

berbagai fasilitas sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. 

Berbagai kajian menunjukkan bahwa integrasi instrumen ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) mampu 

membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program-program sosial seperti layanan kesehatan 

gratis, bantuan pendidikan dan beasiswa, serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Program-program tersebut 

secara tidak langsung berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat kesejahteraan sosial, 

dan menciptakan pemerataan manfaat ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Kartina et al. 2025). 

Berbagai hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa Islamic Social Finance yang meliputi zakat, wakaf, infak, dan 

sedekah memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok 

rentan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengelolaan zakat secara produktif tidak hanya 

berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi sumber 

pembiayaan dan modal usaha bagi pelaku UMKM yang mengalami keterbatasan akses terhadap layanan keuangan 

konvensional. Melalui pemanfaatan dana sosial Islam secara produktif, masyarakat penerima manfaat tidak hanya 

memperoleh bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan usaha, 

meningkatkan pendapatan, dan memperkuat kemandirian ekonomi. Dengan demikian, Islamic Social Finance 

memiliki kontribusi strategis dalam menciptakan pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan 

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Melalui pemanfaatan tersebut, zakat berkontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja serta penguatan 

ketahanan ekonomi rumah tangga. Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa instrumen zakat dan wakaf telah 

diimplementasikan dalam bentuk penyediaan modal usaha, program pelatihan, pendampingan, serta dukungan 

kelembagaan bagi pelaku UMKM, sehingga peran Islamic Social Finance dalam pemberdayaan ekonomi tidak 

bersifat tunggal, melainkan multidimensional, meliputi peningkatan akses pembiayaan, penguatan kapasitas 

sumber daya manusia, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan (Munthe 2025). 

Mekanisme pemberdayaan ekonomi melalui Islamic Social Finance terdapat beberapa jalur utama. Pertama, 

distribusi zakat produktif yang dialokasikan menjadi modal usaha atau bantuan usaha, memberikan kesempatan 
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kepada mustahik untuk keluar dari keterbatasan ekonomi dan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Model 

integrasi zakat dengan wakaf tunai dalam pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa struktur pembiayaan yang 

sistematis dan terkoordinasi mampu menghadirkan sumber modal yang stabil, terutama bila diikuti dengan 

pendampingan dan pengembangan kapasitas manajerial. Skema semacam ini telah dirancang dengan 

mempertimbangkan faktor sumber daya manusia, keselarasan regulasi, kesadaran publik, dan kesiapan teknologi 

sebagai penentu keberhasilan implementasi (Annisa Maulida Alfian, Mohamad Soleh Nurzaman 2025). 

Kedua, wakaf produktif juga memainkan peran strategis sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi kegiatan 

ekonomi masyarakat. Aset wakaf yang dikelola secara produktif melalui investasi modal di sektor riil seperti 

koperasi, pertanian, atau pendidikan dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan untuk mendukung program 

pemberdayaan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa wakaf produktif juga dapat digunakan untuk membiayai 

pembangunan infrastruktur ekonomi lokal, sehingga memperluas dampak sosial dan menciptakan multiplier effect 

terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain itu, zakat, infaq, dan sadaqah juga turut berkontribusi 

melalui peningkatan konsumsi masyarakat miskin dan peningkatan daya beli, sehingga mendorong pertumbuhan 

ekonomi lokal secara lebih luas. Dengan diberikan kepada pihak yang tepat dan disertai dengan pengawasan yang 

baik, dana ZIS dapat mentransformasikan situasi ekonomi mustahik, dari kondisi konsumtif menjadi produktif (Tri 

et al. 2024). 

Dari hasil tersebut menegaskan bahwa pentingnya integrasi Maqashid Syariah sebagai kerangka normatif dalam 

kebijakan dan praktik Islamic Social Finance. Dalam literatur ekonom Islamic finance kontemporer, maqashid 

digunakan sebagai landasan strategis untuk menilai dan merumuskan kebijakan yang berorientasi pada 

perlindungan hak-hak fundamental umat, termasuk dalam hal penyusunan aturan pengelolaan zakat, wakaf, dan 

instrumen lainnya. Kajian teoritis menyatakan bahwa penerapan maqashid tidak hanya fokus pada aspek 

redistributif, tetapi juga pada keberlanjutan, keadilan, dan inklusi sosial yang menjadi prinsip utama sistem 

keuangan Islam kontemporer (Masnur, Syaefulloh, Hidayat, Hamsal 2025). 

Pendekatan maqashid juga mendorong inovasi kelembagaan dan regulasi dalam Islamic Social Finance, seperti 

pengembangan indeks maqashid untuk menilai kinerja lembaga keuangan syariah dan penetapan kebijakan yang 

mendukung inklusi sosial ekonomi serta pembangunan berkelanjutan. Hal ini relevan dengan tujuan maqashid 

dalam menciptakan kesejahteraan umat secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada kepatuhan fiqh formal semata 

(Masnur, Syaefulloh, Hidayat, Hamsal 2025). 

3.2. Tantangan dan Hambatan dalam Pencapaian Maqashid melalui Islamic Social Finance 

Islamic Social Finance (ISF) yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar dalam 

mendukung pencapaian Maqashid Syariah, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerataan 

ekonomi, serta pengentasan kemiskinan. Namun demikian, implementasi dan optimalisasi Islamic Social Finance 

masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang cukup kompleks. Tantangan tersebut tidak hanya 

berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan, tetapi juga menyangkut regulasi, literasi masyarakat, tata kelola 

kelembagaan, hingga pemanfaatan teknologi digital. Jika hambatan-hambatan tersebut tidak diatasi secara serius, 

maka potensi besar Islamic Social Finance dalam mencapai tujuan maqashid syariah tidak akan berjalan secara 

optimal. Beberapa tantangan utama dalam mengoptimalkan peran Islamic Social Finance untuk mendukung 

pencapaian Maqashid Syariah adalah: 

a. Keterbatasan kapasitas kelembagaan pada lembaga pengelola zakat dan wakaf 

Kapasitas kelembagaan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan 

Islamic Social Finance, khususnya zakat dan wakaf, dalam mendukung pencapaian Maqashid Syariah. 

Lembaga pengelola zakat dan wakaf memiliki peran strategis sebagai penghubung antara penghimpunan 

dana umat dengan program pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun dalam 

praktiknya, masih banyak lembaga pengelola zakat dan wakaf yang menghadapi berbagai keterbatasan 

kelembagaan sehingga pengelolaan dana sosial Islam belum berjalan secara optimal, profesional, dan 

berkelanjutan (Amirudin and Mardianto 2025). 

Salah satu persoalan utama terletak pada lemahnya struktur organisasi dan tata kelola kelembagaan. Banyak 

lembaga zakat dan wakaf, terutama di tingkat daerah, masih menggunakan sistem pengelolaan yang bersifat 

konvensional dan sederhana. Pembagian tugas organisasi belum berjalan secara efektif, sistem administrasi 
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dan dokumentasi masih terbatas, serta mekanisme pengawasan internal belum dilakukan secara maksimal. 

Kondisi tersebut menyebabkan proses perencanaan program, penghimpunan dana, penyaluran bantuan, 

hingga evaluasi program sering kali tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya, efektivitas distribusi dana 

sosial Islam menjadi kurang optimal dan sulit memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat 

penerima manfaat (AK et al. 2025). 

Selain itu, keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan serius dalam 

pengembangan lembaga pengelola zakat dan wakaf. Banyak pengelola lembaga sosial Islam belum memiliki 

kompetensi yang memadai dalam bidang manajemen keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, 

pengelolaan aset wakaf, maupun penggunaan teknologi digital. Sebagian besar SDM masih berorientasi pada 

pola distribusi bantuan konsumtif dibandingkan pengembangan program produktif yang mampu menciptakan 

kemandirian ekonomi mustahik. Kurangnya tenaga profesional yang memahami integrasi antara ekonomi 

syariah, manajemen modern, dan pemberdayaan masyarakat menyebabkan pengelolaan Islamic Social 

Finance belum mampu berkembang secara inovatif dan adaptif terhadap perubahan zaman (Wulandari et al. 

2025). 

Minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM juga memperkuat persoalan tersebut. Banyak 

lembaga zakat dan wakaf belum memiliki program peningkatan kompetensi secara berkelanjutan bagi para 

amil dan pengelola wakaf. Padahal, pengelolaan dana sosial Islam pada era modern membutuhkan 

kemampuan analisis program, pengukuran dampak sosial, strategi pemberdayaan ekonomi, hingga 

kemampuan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Tanpa penguatan 

kapasitas SDM, lembaga pengelola zakat dan wakaf akan sulit bersaing dan beradaptasi di tengah 

perkembangan ekonomi digital yang semakin kompleks (Faujiah 2025). 

Keterbatasan kemampuan manajerial juga berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan program 

pemberdayaan ekonomi produktif. Banyak program zakat produktif dan wakaf produktif masih belum 

memiliki perencanaan bisnis yang matang, sistem monitoring yang jelas, serta evaluasi keberhasilan program 

yang terukur. Akibatnya, bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik sering kali tidak berkembang 

secara berkelanjutan dan bahkan mengalami kegagalan karena kurangnya pendampingan usaha dan 

pengawasan program. Dalam konteks maqashid syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan perlindungan 

jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan harta (hifz al-mal) belum tercapai secara optimal karena program yang 

dijalankan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 

berkelanjutan. 

Dalam perspektif Maqashid Syariah, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi hal yang sangat penting 

karena berkaitan langsung dengan upaya menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga 

pengelola zakat dan wakaf tidak hanya bertugas menghimpun dan mendistribusikan dana, tetapi juga harus 

mampu menjadi agen pemberdayaan sosial-ekonomi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada 

pembangunan berkelanjutan. 

 

b. Rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat  

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan Islamic Social Finance adalah rendahnya tingkat literasi 

masyarakat mengenai zakat, wakaf, infak, dan sedekah produktif. Sebagian besar masyarakat masih 

memahami dana sosial Islam hanya sebagai bentuk bantuan konsumtif jangka pendek untuk memenuhi 

kebutuhan dasar penerima manfaat. Padahal, konsep Islamic Social Finance dalam ekonomi Islam memiliki 

tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan pemberdayaan ekonomi, kemandirian masyarakat, dan 

pembangunan sosial berkelanjutan (Ridwan 2026). 

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan zakat produktif dan wakaf produktif 

menyebabkan potensi penghimpunan dana sosial Islam belum optimal. Banyak masyarakat yang masih 

menyalurkan zakat dan sedekah secara individual tanpa melalui lembaga resmi, sehingga distribusi dana 

kurang terarah dan sulit diukur dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Selain itu, rendahnya literasi 

keuangan syariah juga menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami manfaat digitalisasi 

pengelolaan zakat dan wakaf (Sangadah, Indriyani, and Pratama 2024). 
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Dalam perspektif maqashid syariah, rendahnya literasi ini menjadi hambatan dalam mewujudkan 

perlindungan harta (hifz al-mal) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (hifz al-‘aql). Oleh karena 

itu, edukasi dan sosialisasi mengenai Islamic Social Finance perlu diperkuat agar masyarakat memahami 

bahwa dana sosial Islam dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan. 

 

c. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Digital  

Di era transformasi digital, pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas 

Islamic Social Finance. Namun kenyataannya, masih banyak lembaga zakat dan wakaf yang belum 

memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Padahal, digitalisasi dapat membantu penghimpunan dana, 

pendataan mustahik, monitoring distribusi bantuan, hingga pelaporan keuangan secara lebih cepat dan 

transparan. Kurangnya integrasi teknologi menyebabkan proses pengelolaan dana sosial Islam masih 

dilakukan secara manual sehingga kurang efisien dan berpotensi menimbulkan kesalahan data. Selain itu, 

keterbatasan infrastruktur digital dan sumber daya manusia yang memahami teknologi juga menjadi 

hambatan dalam modernisasi pengelolaan Islamic Social Finance (Luntajo and Hasan 2023). 

Pemanfaatan fintech syariah, big data, dan Artificial Intelligence (AI) memiliki potensi besar dalam 

meningkatkan efektivitas pengelolaan serta penyaluran zakat dan wakaf agar lebih tepat sasaran dan efisien. 

Teknologi digital juga dapat memperluas jangkauan penghimpunan dana sosial Islam dari berbagai lapisan 

masyarakat, terutama generasi muda yang telah terbiasa menggunakan layanan transaksi dan pembayaran 

berbasis digital. Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, optimalisasi teknologi digital menjadi hal yang 

penting karena mampu mendukung terciptanya kemaslahatan masyarakat serta meningkatkan efisiensi, 

keadilan, dan transparansi dalam proses distribusi kekayaan umat (Dwiputra and Juliana 2025). 

d. Kurangnya inovasi dalam pengembangan produk dan model keuangan syariah 

Meskipun telah muncul beberapa inovasi, seperti Islamic crowdfunding dan cash waqf linked sukuk yang 

menunjukkan potensi integrasi antara instrumen keuangan sosial Islam dan investasi produktif, implementasi 

serta pemanfaatannya masih relatif terbatas di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan 

produk keuangan sosial Islam belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan dinamika 

masyarakat modern. Minimnya inovasi menyebabkan Islamic Social Finance kurang memiliki daya saing 

dibandingkan instrumen keuangan konvensional yang umumnya menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas 

layanan, serta keuntungan ekonomi yang lebih menarik bagi masyarakat (Santoso 2025). 

Selain itu, keterbatasan inovasi juga berdampak pada rendahnya diversifikasi produk dan terbatasnya pilihan 

layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Akibatnya, potensi besar Islamic Social Finance 

sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial belum dapat dimaksimalkan secara 

optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model dan produk keuangan sosial Islam yang lebih 

inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer 

sekaligus mendukung pencapaian tujuan Maqashid Syariah secara lebih efektif dan berkelanjutan. 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Islamic Social Finance memiliki peran yang signifikan dalam 

mendorong pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui mekanisme yang 

produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Instrumen seperti zakat produktif dan wakaf produktif tidak hanya berfungsi 

sebagai sarana distribusi kekayaan, tetapi juga berkontribusi dalam memperluas akses permodalan, mendukung 

pemberdayaan UMKM, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta memperkuat ketahanan 

ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Namun demikian, optimalisasi peran Islamic Social Finance dalam 

mendukung pencapaian Maqashid Syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya kapasitas 

kelembagaan, rendahnya literasi masyarakat, belum harmonisnya regulasi, hambatan pemanfaatan teknologi, 

kurangnya inovasi produk keuangan sosial, serta tekanan sosial dan ekonomi global. Berbagai kendala tersebut 

menyebabkan potensi Islamic Social Finance belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, 

diperlukan langkah strategis berupa penguatan kapasitas lembaga pengelola, integrasi kebijakan yang lebih efektif, 

pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, 

akademisi, dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kontribusi Islamic Social 
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Finance dalam mewujudkan tujuan-tujuan Maqashid Syariah dan mendukung pembangunan ekonomi Islam yang 

berkeadilan dan berkelanjutan. 
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